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Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2O23 tentang

Pengelolaan Dana Desa dan sebagai bentuk upaya dalam

meningkatkan manajemen pelayanan pengelol,aan secara terarah

dan terkendali, dipandang perlu ditetapkan Peiunjuk Teknis

Pelaksanaan Dana Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun

Anggaran 2O24;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat

tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa Kabupaten

Halmahera Barat Tahun Anggaran 2O24;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan

Fropinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maiuku

Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2000;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan

Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,

Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan

Kota fidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara

f-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2$CI3 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Nomor a2861;

d"
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Nomor a355);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2AA4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa {l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2AV Nomor 7, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AA tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2At4 Nomor

244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2A tentang .Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2024 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Cororta Virus Disease 2019

TCOVID-I9) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabihtas

Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2A Nomor 134, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor65 16);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagian

Urusan Pemerinta-iran antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2At4 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa

{Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

Junto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa {Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 57L71;

5"

6"

9.

7.

8.

10.

11.

10
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13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun zAH
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Negara {Iembaran Negara Republik Inrionesia Tahun

2OL4 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558) Junto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2074 tentang Dana Desa Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56941

Junto Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2A76 tentang

Perubahan Kedua Atas Pemerintah Nomor 60 Tahun 2A14

Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

ZALG Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 586a ) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Oi9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun ?AZL

tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun

20i5 teniang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

l8.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggai dan

Transmigrasi Nomor I Tahun 2O22 tentang Penetapan Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2O23;

L9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang

Pengelolaan Dana Desa;

20.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang

Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan

Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2O24;

2l.Peraturan Daerah Kabupaten Halrnahera Barat Nomor 2 Tahun

2421 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

22.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor L0 Tahun 2A16 tentang

Susunan Perangkat Daera-h Kabupaten Hafunahera Barat;
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23.Peraturan Bupati Habnahera Barat Nomor 1.A. Tahun ZOZI

tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

24.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor ... Tahun

242.. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2O24;

25.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor ... Tahun 2O2,. tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2024;

MEMUTUSKAIT :

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN

DANA DESA KABUPATEN HALMAHtrRA BARAT TAHUN ANGGARAN

2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tatrun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sglngai

unsur penyelenggara Pemerintatran Daerah Kabupaten Hahnahera Barat.

4" Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat.

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) adalah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Halmahera Barat;

6. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) adalah Badan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten HaLnahera Barat;

7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera

Barat

8. Kecamatan adalah Wilayah Keq'a Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten

Hnlmzhsl'3 Barat.

9. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten

Hahnahera Barat.

l0.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat, berdasarkan asal-usul setempat yang diakui dan dihormati dalam

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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ll.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraarr urusan Pemerintahan oleh Kepsla

Desa dan perangkat.

iZ.Pemerintah Desa adaiah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
Penye lenggara Pemerintahan Desa.

13.Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintahan desa yang berwenang, berhak dan

berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal
pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

14.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga

Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.

l5.Peraturan Desa/peraturan yang setingkat adalah peraturan perundang-

undangan yang dibuat Badan Permusyawaratan Desa atau nama lainnya

bersama Kepala Desa atau nama lainnya.

l6.Keputusan Desa adalah Keputusan Kepala Desa yang berkedudukan hukum
dibawah Peraturan Desa bersifat menetapkan dalam pelaksanaan Peraturan

Desa.

17.Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Desa adalah dana yang dialokasikan

oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.

lS.Rencana Ketja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adairah

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun.

l9.Rencana Pembangunan Jangka Menengatr Desa, selanjutnya disebut RPJM

Desa, adaiah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6

{enam} tahun.

20.Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban

dan pengawasan keuangan desa.

2l.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah

rencara tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama

oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan

d"engan Peraturan Desa.

22.Pemegang Kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa yang

karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan

pengelolaan keuangan desa.

23.Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang seianjutnya disebut PTPKD

adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan

pengelolaan keuangan desa.

24.Bendahara Desa adalatr perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan

mempertanggungiawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan

APBDesa.

25.Bantuan Langsung T\rnai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan

langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga
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penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui

musyawarah Desa.

26.SDGs Desa adaiah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan
kel;aparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli
lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berl'ejaring,

dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan Pembangunan

Berkelanjutan.

BAB II

Pelaksanaan

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

dan II -yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa ditetapkan daiam Peraturan Presiden

Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan BeLanja Negara

Tahun Anggaran 2A24 yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 145 Tahun 2A23 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 dan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2O23 tentang Pengalokasian Dana

Desa Setiap Desa , Penyaluran daa Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024
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I]AI3 III

Penutup

Pasal 4

Flal-hal teknis -yang belum diatur dalam Peral.uran Ilupati ini akan diatur lebih lanjut

dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal cliundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peral-uran

urrpad tnt oengan menempaLkan oalarn Berita lJaeran kaoupaten ilainranera LJarill

ir:i.

Pejabat Paraf

,
$ekretaris Daerah

^&4 -. BiJ n^ - 
q l/----

ii55-Di\,1. i-- 9i i r (x i\vi>r q (M*/,,'a
inspektur \l
Kepala DPIVIPD ,l
Kabag. Hukum & Organisasi {

V

Ditetapkan cii Jaiiolo

Pactra tanggal I fab'rvari '2A21

BUPATI BARAT,

JAMES UAITG

iiixntiarrgkan di iaiioiu

pada tanggal I febvr;ari 2A24

S]IKREI}.RIS DAtrRAH

ILABUPATtrN HAI,MAHtrRA BAR/TT

BERITA DAEnAH KABUPATEN I{ALMAHERA BARAT TATIU$ 2oi24 I{OMOR g
Salinan sesuai dengan aslinya,

Kabag. l-Iukr-rm rganisasi Set-rla Kah, Halmahera llaraf

I'{rp. 197J0i26 20u6 U4 1 OUg



I,A.MPIRAN I PERATURAN BUFATI HALMAT{ERA BARAT

r.iuMuR :, TAliUi{'20'24

?,{NGGAL : I FeBRuft Kt 2024

TSTdTAIIG : PETUNJIIIT TEKNIS PTSGELOLAA$ DAIIA DESA I{ABIIPAfEI{
ITALTIIAIIERA EARAT TA}IEtr AR:GGARAI{ 2'A?,3

I- NilAKSUD DAIT Tf,iJTTAS

A. Maicsuri.

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Halmahera Barat
Tahun Anggaran 2024 diharapkan menjadi Pedoman bagi Pemerintah

Desa dalam mengelola Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

B. Tqiuan

Memberikan Pedomal Teknis dalam melakukan Pengelolaan Dana

Desa pada Aspek Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan.

II. RUAITTG LISGKUP

A. Pengorganisasian

Guna menunjang aktifitas Dana Desa dibentuk Tim sebagai berikut

1. Tingkat Kabupaten.

Tim Fasilitasi Kabupaten ditetapkan dengan Surat
Keputusan Bupati terdiri dari pejabat dan staf Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang mempunyai tugas :

a. Menyusun dan meLaksanakan sosialisasi ped"oman umum,

kebijakan dan informasi mengenai Dana Desa.

b. Menetapkan besaran Dana Desa yang diterima Desa

berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan dan sesuai

ketentuan yang berlaku.

c. Melakukan fasilitasi penyaluran Dana Desa

d. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring seca.ra

sampling berdasarkan Laporan dari Kecamatan terhadap

pelaksanaan Dana Desa;

e. Meiakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam

pelaksanaan Dana Desa

f, Membantu Tim Pendamping Kecamatan dalam memberikan

pelatihan, orientasi kepada Tim Pelaksarra Desa

g. Menyampaikan laporan peiaksanaan Dana Desa kepada

Bupati.

o



2. Tingkat Kecamatan

Tim Pendamping Kecamatan dengan susunan keanggotaan

terdiri dari camat dan staf yang ditetapkan dengan surat
Keputusan Bupati Halmahera Barat, mempunyai tugas sebagai

berikut:
a. Melaksanakan sosialisasi tentang Dana Desa

b. Memverifikasi dan merekapitulasi rencana penggunaan

Dana Desa.

c. Memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam
pelaksanaan Dana Desa;

d. Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan Dana

Desa;

3. Tingkat Desa

1. Kepaia Desa selaku PKPKD mempunyai kewenangan:

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan ApB

Desa;

b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik
Desa;

c" Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas

beban APB Desa;

d. Menetapkan PPKD;

e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;

f. Menyetujui RAK Desa; dan

g. Menyetujui SPP.

2. PPKD yang ditetapkan me}alui Keputusan Kepala Desa

Susunannya terdiri atas :

a. Sekretaris Desa sebagai koordinator;

b. Kaur dan Kasi sebagai pelaksana anggaran dan dapat

dibantu oleh Tim ; dan

c. Kaur keuangan sebagai Bendahara.

Tugas Sekretaris Desa :

1. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan APB Desa;

2. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa

dan rancangan perubahan APB Desa;

3. Mengoordinasikan penyusun€Ln rancangan peraturan

Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan
pertanggungjawaban peiaksanaan APB Desa;

4. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan

kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan

Perubahan Penjabaran APB Desa;

v
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5. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain
yang menjalankan tugas PPKD; dan

6. Mengoordinasikan penyusunall iaporan

keuangan Desa dalam rangka pertanggungiawaban

pelaksanaan APB Desa.

7. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DppA, dan

DPAL;

8. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan

9. Mel,akukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan
pengeluaran APB Desa

T[gas Kaur dan kasi peiraksana kegiatan :

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan

pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang

tugasnya;

2. Meiaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang

tugasnya;

3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

4. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang

tugasnya;

5. Menandatangani perjanjian kery'a sama dengan

penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan

yang berada dalam bidang tugasnya; dan

6. Menyusun laporan peLaksanaan kegiatan sesuai

bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban

pelaksanaan APB Desa.

Tugas Kaur Keuangan :

1. Menyusun RAK Desa; dan

2. Melakukan penatausahaan yang meliputi

menyimpan,

menerima

membayar,menyetorkanf

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan

penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam

rangka pel;aksanaan APB Desa.

Tim Pelaksana Kegiatan.

Kaur dan Kasi dal;am melaksanakan tugas) dapat

dibantu oieh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan

barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat

dilakukan sendiri.

Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan melalui
Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah

Desa pada penyusunan RKPDes. Susunan TPK terdiri dari

Ketua dan Anggota dengan jumlah disesuaikan dengan

kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
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E. Pelairsanaan

I. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pemtlansunan Desa

Desa menginiormasikan secai:a terbuka kepada rnasy:ai-akai Desa

hal- hal sebagai berikut:

a. Data Desa serta peta potensi dan sumber daya

pembangunan Desa;

h. Dokumen RPJMDesa;

c. Program/proyek masuk Desa;

d. Besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan

pembangunan Desa; dan

e. Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk
pemulihanekonomi nasional, program prioritas

nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam

dan nonalam yang mendukung SDGs Desa.

2. Musyawarah dusun/kelompok

a. Warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan

Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh
Desa melalui berbagai forum diskusi.

b. Tim penyusunan RPJMDesa atau tim penJrusunan RKP Desa

menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk
mendiskusikan rencana Prioritas penggunaan Dana Desa.

c. Masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang

diprioritaskal untuk didanai <iengan Dana Desa; dan

d. Hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam
b. Musyawarah Desa.

3. Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati

dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas

Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah

Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan

dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB Desa.
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4. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa

Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatarl musyawarah Desa

berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Kegiatan-kegiatan yang

disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa termuat dalam dokumen

rancangan RKP Desa. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa

khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten

berkewqiiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya

tentang informasi sebagai berikut:

a. Pagu indikatif Dana Desa; dan

b. Data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung

berdasar IDM.

Berdasarkan pagu indikatif Dana Desa beserta data IDM, Kepala Desa

merancang prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan

perhitungan terhadap:

a. Kemanfaatan hasil kegiatan;

b. Usulan dan aspirasi masyarakat Desa serta peran serta masyarakat

Desa dalam pelaksanaan kegiatan;

c. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan serta perawatan dan

pelestariannya;

d. Pengawas€Ln masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan;

e. Pendayagunaan sumberuiaya manusia, sumber daya ai:rrn serta

sumberdaya lainnya datam pelaksanaan kegiatan yang dikelola seca.ra

mandiri oleh Desa; dan

5. Tahap Penetapan RKP Desa.

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa

rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan

dibiayai dengan Dana Desa. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah

perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa) yang dihadiri oleh

BPD dan unsur masyarakat Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk

rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas

dan disepakad dalam musrenbang Desa. Hasil kesepakatan dalam

musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam

menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa.

6. Tahap Penyusunan Rancangan APBDesa

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah adanya

Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan Dana

Desa. Berdasarkan peraturan dimaksud, riiketahui besaran Dana Desa

untuk masing-masing Desa.

Bupati berkewajiban menyalnpaikan dan mensosialisasikan kepada

Desa-Desa peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa.
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Kepala Desa merancang pembrayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan

berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai

kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan

dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar
kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan
dalam RKP Desa. Rencana penggunaan Dana Desa masuk rnenjadi bagien

dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa

berkewajiban mensosialisasikan dan menginforrnasikan kepada masyarakat

Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi

ra.ncangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan

Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan

kepada Kepala Desa apabila rarcangan penggunazln Dana Desa berbeda

dengan rencana yareg sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP

Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana

penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD

trerkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas rlan

menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian,

rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala

Desa kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar

masyarakat Desa.

Tahap Evaluasi Rancangan APBDesa

Bupati berkewajiban mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang

APBDesa khususnya rencana penggunaan Dana Desa. Evaluasi dimaksud
diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana

Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikuil

a. Termasuk bagian dari kewenzmgan Desa berdasarkan hak asul-usul dan

kewenangan lokal trerskala Desa;

b. Termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat

Desa;

c. Tidak tumpang tindih dengan programlkegiatan dari Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;

d. Prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancalgan APB

Desa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas

penggunaan Dana Desa yang diatur dengan peraturan perundang-

undangan termasuk Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan

Dana Desa Tahun 2024.

Mekanisme Pen5ra1uraa, Peacaima Dana Desa dan Penggunaan Dana

Desa

1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

2l Penyaluran Dana Desa setragaimana dimaksud pada ayat { 1i dilakukan

melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Katrupaten dan

penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RI(D.
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Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana

hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa

dari Bupati

Besaran Pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:

a. Pagu Dana Desa yang ditentukan; dan

b. Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada

Bupati melalui camat dengan melampirkan persyaratan penyaluran

setiap tahapan.

Camat meneruskan perr:aohonan penyaluran Dana Desa dari Kepa1a

Desa kepada Bupati c.q kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat.

Kepala DPMPD Kab. Halmshgrs Barat menyampaikan permohonan

kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah {BPKD) Kabupaten

Halmahera Barat disertai berkas permohonan penyaluran dengan

tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah .

Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud angka Z, Kepala BPKD

Kab. Haknahera Barat mengajukan dokumen persyaratan penyaluran

Dana Desa setiap Tahapan dalam bentuk dokumen digital atau
dokumen fisik melalui aplokasi Online Monitoring Sistem

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) kepada KpA

Penyaluran Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa untuk dilakukan
pemindahbukan dari Kas Umum Negara ke rekening Kas Desa,

Setela.h Dana Desa ditransfer ke rekening Kas Desa, maka Kepala Desa

bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pelaksanaan Dana

Desa.

10)Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan
dalam 2 (dua) talrap, dengan ketentuan:

a. Tahap I sebesar 6O%o (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa

setiap Desa yang tidak ditentukan penggunaanya dilakukan paling

lambat bulan Juni;

b. Tahap II sebesar 40%o (empat puluh persen dari pagu Dana Desa

setiap Desa yang tidak ditentukan penggunannya dilakukan paling

cepat bulan April

c. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 10

(Sepuluh) huruf a sampai dengan b adalah Pagu dana Desa setelah

dikurangi Pagu dana Desa yarrg telah ditentukan penggunannya;

11)Pagu Dana Desa yang ditentukan Penggunanrrya sebagaimana dimaksud
pada Poin 10 {Sepuluh} huruf c diatas mempakan anggaran Dana Desa

yang diperuntukan untuk ;

a. Program Pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan

penangalum kemiskinan ekstrim dalam bentuk BLT Desa;

b. Program ketahanan pangan dan hewani; dan I ata,u

s)

k1

7)

8)

q)
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c. Program pencegahan dan Penurunan Stunting

12)BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Poin 11 {sebelas) huruf a diatas

dilaksanakan dengan ketentuan paling banyak 25o/o dari total pagu dana

desa.

{l3)Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa

berdasarkan kriterio sebagai berikut:

a. kehilangan mata peneaharian;

b. mempunyai anggota keluarga yang renian sakit menahun/kronis

danl atau difabel;

c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;

d. rumah tangga dengan anggota rr.mah tangga tunggal lanjut usia;

dan/ atau

e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

{14) BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000 ( Tiga Ratus Ribu Rupiah}

untuk bulan pertama sampai dengan bulan ke dua belas per keluarga

penerima manfaat

{15} Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada

Poin{13) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan

kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.

(16) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana

dimaksud pada poin (15) minimal memuat:

a. nama dan ai,amat keluarga penerima manfaat;

b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok

pekerjaan; dan

c. jumlah keluarga penerima manfaat.

{17} Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat

dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkaa
paling banyak untuk 3(tiga) bulan secara sekaligus.

{18) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pembayaran BLT Desa

kepada keluarga penerima manfaat yang tel;ah menerima pembayaran

BLT Desa untuk setiap bulan kepada bupati .

{19) Bupati melakukan perekaman realisasi pembayaran BLT Desa kepada

keluarga penerima manf,aat sebagaimana dimaksud pada poin (18)

pada Aplikasi OM-SPAN.

QAI Dalam hal kebutuhan pembayaran BLT Desa lebih besar dari

kebutuhan BLT Desa sehagaimana dimaksud dalam Poin 11 huruf a,

pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana

Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.

(zLl Pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana

Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud

pada poin {20} tidak melebihi batas maksimal 25o/o (dua puluh lima

oersen) dari anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Poin

{12],.
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{221 Dalarn hal terdapat penurunan danf atau penambahan jumtah keluarga
penerima manfaat BLT Desa penurunan d,anlatau penambahan
tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan
kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.

{23) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana
dimaksud pada poin {a) huruf Lr digunakan untuk mendanai program
sektor prioritas di Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa dan/
atau penyertaan modal pada badan usaha milik Desa

{24l, Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan
perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana
dimaksud pada poin {22}.

{25} Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk BLT Desa yang
tidak diLrayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan
daftar jumiah keluarga penerima manfaat BLT Desa setragaimana
dimaksud pada pokr {22), d.apat digunakan untuk mendanai kegiatan
prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam poin (11i huruf tr
dan hurr'f c serta poin (2S).

{26) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas penrlanaan
kegiatan seLragaimana dimaksud pada poin {2ai kepada bupati.

{27) Dalam hal perekaman realisasi jumlah keiuarga penerima manfaat BLT
Desa sebagaimana dimaksud pad,a poin (1gi berbeda dengan
perekaman awal jumlah keiuarga penerima manfaat BLT Desa bupati
memberikan penjelasan perbedaan dimaksud pada Aplikasi OM-SpAN.

{28) Bupati mengunggah dokumen perubahan peraturan kepala Desa atau
keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada poin (22) pada
Aplikasi OM-SPAN.

{29} Program ketahatan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud pada
Poin 11 (setrelas) huruf b diatas d,ilaksanakan dengan ketentuan paling
sedikit 2O% dari total pagu dana desa.

{30} Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasionai pemerintah Desa
paling ban3zak 3% {tiga persen} dari pagu Dana Desa setiap Desa.

{31) Dalam hal Pemerintah Desa menerima tambahan Dana Desa yang
rlihitung pada tahun anggaran berjalan pemerintah Desa
ffienganggarkan daci melaksanakan prsgrarc sebagaimana rlimsksud
pada poin (11i dan/atau p*in trS diatas.

D. Persyaratan Penyaluran Dana Desa

{ U Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA BUN penyalural Dana
Dana Desa, Insentif, Otonomi khusus dan keistimewaan menerima
dokumen persyaratal penyaluran dari bupatilwati kota secara lengkap
dan benar sebagaimana dimaksud pada huruf c poin {g}, dengan
ketentuan:
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a. Tahap I berupa:

1. Peraturan Desa mengenai ApBDes; dan
2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

3. Peraturan Kepara Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai
penetapan Keluarga penerima Manfaat BLT Desa

b. Tahap II berupa:

i. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana nesa
tahun anggaran ZA2S; d"an

2' Laporan realisasi penyerapax dan capaian keruaran Dana Desa
tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling rendah
seLresar 60yo {enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling rendah sebesar 4a va (empat puluh perseni ;

c. Persyaratan penyaluran sebagaimana rlimaksud pada poin {1} dioiat:
dan dihasilkan meiaiui Aplikasi CM-SPAN.

d. seiain persyaratan penyaluran tahap I setragaimana dimaksu-ri pada
poin (1) huruf a, bupati melakukan:
1' perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya

sebagaimana dimaksud dalam poin 1 termasuk perekaman
jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa daram har Desa
menganggarkan BLT Desa;

2. perekaman anggaran dan rearisasi Dana Desa yang ditentukan
penggunaarlnya tahun anggaran ZAZ3; d.an

3. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak sarur yang
disertai dengan daftar rincian Desa,melalui Aplikasi oM_spAN.

e. Perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan
penggunaarrnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf Ll

meliputi:

1. perekaman pagu anggaran dan realisasi anggaran Dana Desa
untuk stunting tahun anggara, 2o2s dalam har Desa
menganggarkan program pencegahan dan penufllnan stuntirug
tahun anggaran 2O23; dan

2. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan
kesatu sampai dengan butan kedua beras daram hal Desa
menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2023.

f. Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT
Desa tahun anggaran sebelumnya selama 12 (dua belas) bulau
sebagaimana dimaksud pada poin (e) nomor 2, Desa melakukan
perekaman realisasi jurnlah keluarga penerima manfaat bulal kesatu
sampai dengan bulan yang telah disalurkan.

g. selain persyaratan penya-luran tahap II sebagaimana dimaksud pada
poin {1) huruf b, bupati melakukan:
1. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima rnant-aat BLT Desa

tahun anggararl zaz4 sebalyak trulan atau trira,ula, ya*g telah
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dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat dalam hal ]resa
menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2024: dan

2' pena,daan pengajuan penyaluran atas Desa iayak salur yang
dise'tai dengan daftar rincian nesa, melalui Aplikasi oM_spAN.

Penenrnailil dokurnen pen-valuran seba5xairnana crirnaksud pad;l crengan
kr:tentuitrl rvaktu:

a. Tahap i pniing }a*rhat tanggai 15 Jurd tahun hr:rjaiarr
ti' T'ahap l{ mr*gikut-i kebijakan langkah-1angk*:h tkirir taluip srsuaj

rlrngan ke.{.entuan per.aturan lrenrndang_un<ia ngan.

lir:ktlrnert persl;'i1*ltan pt..ray;:.iLr1'E* Daiia i-]r:sa set:sgairgirrr# *i:Eaksr;c.-li

i:atia i:cin ili hr:nij a rjan b di:*+rmpeikan dai+*rx L;enlui< ri*knrae* <iigit*i
is*_fi**pg j.

Penyaluran Dana Desa ,yang ditentukan penggunaannya tahap I
sebagaimana dimaksud paria a5zat (1i hriruf a clapat disalurkan
bersarnaan dengan penyaluran Dana nesa yang tidak ditentukan
penggunaannya tahap I sepanjang telah memenuhi dokumen
persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin nomor i1) huruf a dan
perekaman rian penanclaan sebagaimana clirnaksurl parla poin *omor {1}
huruf d.

Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran), bupati
menerima dokumen persyaratan penyalura, rlari kepala Desa secara
lengkap clan benar.

seiain penvampaian dokumen pe.syaratan penyaluran selragaimana
dirnaksud pada poin {S), kepala Desa menyampaikan kartu skor lJesa
konvergensi laysn*, stunting ta.h*. anggaran 2a2s --vang dapat
dihasilkan meialui aplikasi .vang disecliakan oieh kementerian -vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang l)esa, pembangunan
daerah tertinggal, dan transmigrasi kepacla bupati.
Kepala Desa Bertanggungiai,vab atas kebenaran dokumen persyaratan
penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud parla poin nomor (1]
huruf a dan b

{3i

{4i

is)

(6)

17)
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E. Pencairan dan pembayaran

a Pencairan
pencairan Dana Desa ditrakukan oreh Bendahara Desa pada

Rekening Kas Desa setelah rrremenuhi pers3raratan.

U. Kelengkapan Dokumen

a. pengeloia kegiatan (TpK) mengajukan surat permi,taan
Pembavaran {SPP) {Form. 10) Berdasarkan Rencana Anggaran
Biaya (RAB) (Form.g ) yang telah disahkan oleh Kepara llesa;

tt' Penyusunan RAB berpedoman kepada ketentuan yang berlaku;
2). Verifikasi Dokumen

a. Sekretaris Desa wajib melakukan verifikasi Spp yang diusulkan
oleh Pengeiotra kegiatan untuk mendapatkan pengesahan Kepala
Desa;

b. Berdasarkan SFP yang telah disahkan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada huruf a, Kepara l)esa mengq'ukan permoh.nan
pencairan kepacla Bank Operasional Desa sesuai dengal Surat
Keputusan Bupati;

c. RAB dan SPP sebagaimana dimaksud pada huruf a disimpan oleh
Sekretaris Desa selaku Koorclinator pTpKD;

3). Pencairan Dana

Berdasarkan kelengkapan d,okumen clan verilikasi sebagaimana sub
paragraf a tentang Kelengkapan dokumen Pencairan clan sub
paragraf b tentang Verifikasi l]okumen, maka Kepala Desa rian
Bendahara Desa melakukan penarikan Dana Desa pacia Bank
Suplier penampung RKD dengan melampirkan :

a) surat permohonan pe,cairan Dana oleh Kepala Desa
tembusannya kepada camat, DpMpD rlan Inspektorat Kab.
i-Ialmahera Barat.

b) Keputusan Kepala l-)esa tentang Penetapan Rekeriing Desa;
c) KTp Asii dan foto copy;

d) sK pengangkatan Kepala Desa dan bendahara Desa.
eJ Buku Rekening Kas Desa;

1l Tanda bukti penarikan -yang clitand"a tangani clan ditrubuhi
stempel Kepala l)esa dan tancla tangan benciahar.a;

b Pembayaran.

Bendahara Desa melak*kan pernbavaran kepada TFK
berdasarkan Kerengkapan dokumen dan hasil verifikasi clengan
larnpiran-lampiran sebagai berikut :

Z. surat pernyataan tanggung jawab beianja:

b. Lampiran Bukti transaksi (untr-rk belarlja bahan materiai kegiatan
npmlroncrrnonl.
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c.

C.

Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan l)ana Desa acialah sebagai
i:erikut:

Fengawasan secara int-ernal oleh Kepala Desa secara rutin setiap
bulan sekali dc.ngan melakukan pemeriksaan administrasi dan
keuangan Dana Desa" Hasil pemeriksaan rlirnaksucl dituar:g
daiam Berita Acara pemeriksaan Kas (Form. 13 i
Penga,nasan oleh Badan perrlusyarn'aratan Desa sebagaimana
dia tu r da la m kete ntuan pen_rndang- und.angan;

Pengau,asan oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial
terharlap pelaksanaan l)ana Desa;

Pengawasan oleh pemerintah Kabupaten -yang meiiputi proses
perrncanaan, pelaksanaan, pertanggungjau,atrar elan
pemanfaataannlra;

Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat sebagai aparar
pengaErasan intern yang merupakan pengawasan umum ter.hatlap
Pemerinfahan Desa

Pengawasan oleh aparat peilgawasan eksternal sebagaimana
tercantufir dalarn ketentua n peruncla ng-undangan y6rrg berlaku 

"

f.

d" Pertanggungiawaban dan pelaporan pertanggung Jawaban

Pertanggung jawaban Dana Desa teri'tegrasi rlangan
pertanggungjawaban pelaksanaan ApEDesa sehingga bentuk
pertanggungjawalran adalah pertanggung jarnaban Ap[JDesa (Form" 14 ) .

Bentuk Pelaporan

1. Laporan Semester

Kepaia Desa menyampaikan 1aporan 
'ealisasl 

penggulraan
Dana Desa Kepada Bupati c.q IlpMpD melaiui camat setiap
sernester {Form.18 } sebagaimana Tercantum pacla lampiran II,
yaitu : semester I. paiing lambat minggu keempat brulan Juli tahun
anggaran 20'23 yang menl'adi salah satu pers-varatan pencairan
Dana Desa Tahap II tahun anggaran 2a'2s; dan Lapnran sernester
Pertama terdiri dari :

a. Laporan Realisasi ApL3Des; dan

b. Laporan realisasi kegiatan.

a.

b.

d.

e.



2L

2. taporan Akhir Tahun

Kepala Desa menyampaikan raporan pertanggungjawaban
realisasi ApBDes kepada Bupati rnelalui camat setiap akhir tahun
anggaran.

Laporan pertanggLrngjawaban tersebut eiisarnpaikan paiing lambat
3 (tiga) trulan setelah akhir tahrin anggaran berkenaan yang
ditetapkan dengan peraturan Desa yang terdiri dari :

1. Laporan Keuangan tercliri dari :

a. l,aporan realisasi ApBDes

b. Catatan atas laporan keuangan
2" Laporan realisasi kegiatan; cian

3' Ilaftar program sektoral, pr:ogram claerah dan progra'r rainnya
yang masuk ke Desa.

Laporan akhir Kegiatan dari penggunaan Dana Desa,
rnencakup peiaksanaan dan penyerapan dana, masalah "yang
dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggulraan
Dana Desa {Form.19 } oleh TpK keparia Kepala nesa },ang meJiputi

. Laporan Perkembangan Kegiatan.

Laporan perkernbanan kegiatan clisampaikan oleh TpI{
kepada Kepala Desa bercrasarkan pe'tangg,ng jarvaban
penggunaa, desa -yarl8J diterirna dan tahapan perkembangan
peleksanaan kegiatan sebagaimana (Forrn. 15) dengan
melampirkan :

' Realisasi biava berserta lampiran bukti-bukti pembavaran;

' F oto kegiatan intiastr-uktur kondisi aa/o, 4ayo. g0ya darr
I00% yang diambil dari sutlut pengambilan 3zang sama;

' Foto -yang memperlihatkan orang serlang bekerjil cian/atau
melakukan kegiatan secara beramai_ramai;

' Foto yang memperlihatkan peran serta masvarakat ciaiam
kegiatan pembangunan Desa;

" Froto -yang raemperrihatkan pernrrayaran upah secara
langsung kepada tenaga keqa kegiatan pembangunan r]esa;
dan

' Gamirar plrrna laksana untuk pembangunan infrastruktur
I)esa.

. Laporan Evaluasi Akhir Kegiatan"

Laporan trvaluasi pelaksanaan pembangunan l]esa
yang disampaikan oleh TpK kepada Kepala Desa
dilaksanakan setiap semester yajtu Bulan Juni .fahun

2a'24 Tahun berjalan dan Bulan Desember Tahun zaz4
atau Tahun berjalan melalui mus-yawarah Desa y€rng
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diselenggarakan cleh Baclan per.rnusyawaratan Desa {BpD}

:"ixo,,':" ff:-;frsanaan kegiatan otreh rpK kepada
Kepala Desa (Form. 16i ;

Penverahan Hasil kegiatan creh TpK kepacia Kepari:
Desa (Form.) ;

Pen-vampaian Laporan pelaksanaan pembangunan Desa
oleh i{epala lfesa kepada BpD berdasarkan lapcran TI}K

{Fonn. 19}.

1). Pendahuluan.

'2\. Program dan kegiatan Dana Desai Rencana
penflgunaan l)ana Desa.

3)" Peiaksanaan l)ana Desa

4i. Pennasalahan yang dihadapi dan Lipaya
pemecahan masalah.

5). Perkemt:angan fisik *olt, sampai dengan 100y;.
6). Ilr:nutup.

Laporan akhir disampaikan serambrat-iambat,va
rninggu ke 3 {ketigai Januari tahun berikutnva.

3' Laporan Realisasi pertanggung jawaban ApBDes atas
Penggunaan Dana Desa akhir Tahun Anggaran.

Laporan rearisasi pengglrnaan Dana Desa disampaikan per
31 Desember tahun rrnggaran 2024{Tral:rn. 2A }

4. Laporan Capaian Output Kegiatan Dana Desa

Laporan capaian ouLput Dana Desa clisampaikan pada
setiap tahapan pe.yaluran sesuai ketentuan -vang berlaku.

5. Laopran Realisasi BLT Bulan ke I sampai dengan bulan ke LZ
Laporan Realisasi BLT Da'a Desa disampaikan pada setiap

tahapan penyaluran sesuai ketentuan -yang berlaku.

6. Informasi Realisasi pertanggungJawaban ApBDesa atas
Fenggunaan Dana Desa akhir Tahun Anggaran ZAZ4.

Inibrmasi atas realisasi pertaanggungjawaban ApBDes atas
penggunaan Dana Desa Tahun AnS5garan 2a24 disampaikan oleh Kepaia
I)esa kepada masYarakat rnetralui media sosial sesuai dengan konclisi
sosial dan budaya setempat paling iarnbat 3 (tisa) Rulan setelah
berakhir tahun anggaran '2*25.

Intbrmasi sebagaimana dima_ksud di atas paling sedikit rnemuat:
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laporan realisasi ApB Desa;

a. laporan realisasi kegiatan;

b. kegiatan yang belum seiesai dan/atau ticlak terlaksana;
c. sisa anggaran; dan

d. alamat pengaduan.

E, Penyampaian Laporan penggunaan Dana Desa.

Laporan Penggunaanfpenyerapan Dana Desa pacia saat
pengajuan permohonan penyaluran tahap berikutnya.

Penyampaian laporan sebagair,ana rlfunaksurl poin 1 (satui
rlilaksanakan melalui jalur struktural yaitu Tim pelaksana

Desa dan diketahui Kepaia Desa kepada Tim penclampi*g

Kecamata.n.

Tim Pendamping meneruskan laporan sebagaimana

dirnaksud pada point 2 iDuai ciiatas kepada Tim Fasilitasi
c.q Dinas Pemtrerdayaan Mas-rrarakal dan pemerintahan

Desa dan tembusannya disampail<an Kepada Camat.

Sanksi Penyaluran Dana Desa

a. Pemotongan Atas Sisa Dana Desa Di RKD

Pemotongan atas sisa Dana I)esa di RKD akan rlilakukan
dengan ketentuan sisa dana desa tahun anggaran sebelumnrla
di RKD _yang belurn selesai cliperhitungkan pada penyalurnn

dnna desa rahap iII tahun anggal-an 20'23 d.an / atau tidak
clilakukan penganggaran kernbali parla tahun anggaran
berjalan. maka akan diperhitungkan pacla penyaluran dana
Desa Tahap II tahun '2024

b. Penghentian Dan / Atau penundaan penyaluran Dana
Desa

(1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
a. kepala Desa danl atau perangkat lfesa melakukan

Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
Des*l mengalami permasalahan aclministrasi,
ketitlakjelasan status hukum, d,an/ atau statlrs
keberadaan l)esa; atau

penvaiahgunaan wewenang oleh bupatilu.ali kota
terkait pelantikan danf atau penghentian kepala

Des*r yang tidak sesuai dengan ketentuan perat_uran

perundang-undangan.

1.

2.

nJ.

l-U.
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d. terdapat iudikasi penyaiahgunaan keuangan Desa

untuk mendanai kegiatan yang mengancam

keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan

Republik Indonesia; atau

e. sisa nana Desa irasil pemeriksaan inspektorat
Daerah,

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jencteral

PerimLrangan Keuangan dapat melakukan
penghentian dan/ atau penundaan penyaluran Dana

Desa untuk nonRLT Desa tahun anggaran berjalan
dan/ atau tahun anggaran berikutnya.

12) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara
hukurn penyalahgunaan Dana f)esa -l,'ang melibatkan

kepala l)esa danl a tau perangkat Desa sebagaimana

dimaksud pada poin (1) huruf a.

i3l Daiam ha1 berdasarkan pemantauan sebagaimana

dimaksud pada poin {2), kepala Desa, clanfatau perangkat
Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, bupati
menyampaikan surat perrnohonan penghent.ian

pen_valuran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q.

Dir-ektorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

t4j Penghentian danf atau penundaan penyaluran Dana Desa

yang tidak ditentukan penggunaannya setragaimana

dlmaksud pacla a1-at {1) dilaksanakan berdasarkan:
a" surat permohonan dari bupati sebagaimana

dimaksud pada arrat (3);

b. keputusan dan/ atau surat rekomenclasi clari

Kementerian Dalam Negeri dan/ atau bupati atas
permasalahan Desa sebagaimana riimaksud pada

avat {1) huruf b; atau

c. surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri

sebagaimana climaksud pacla ayat (1) huruf {),

berdasarkan hasil klari{ikasi Guirer'ur sebagai w.akil

Pernerintah.

d- su'at rekomendasi dari panglima Tentara Nasional

Indonesia, I{epala Kepolisian Negara Republik
Indonesia, danf atau Kepala dari lembaga -yang
menangani urusan keamanan negara atas
perrnasalahan Desa sebagaimana dimaksuci pada ayat

{1} huruf d; atau

e. surat permohonan dari bupati atas per"masalahan

Desa se bagairnana climaksud pada ayat {1} huruf e.

t5) Penghentian danl atau penundaan penvaluran Dana yang

tidak ditentukan penggunaannya berdasarkan surat
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pennohonarl dari bupati sebagaimana dimaksuri pada ayat
(4i huruf a atau surat rekornendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat {4} huruf b ctra, huruf c ciilakukan
mulai pen3.,aiuran Dana Desa tahap berikutnya setelah
riurar dimaksud diterima.

(6) Ilalam ha1 surat permohonan dari bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (a) rliterima seterah Dana lfesa
tahap II disalur.kan, Fenyaluran Dana Desa ),ang tirlak
clitentukan penggunaannya untuk tahun anggaran
berikutn-va dihentikan.

{7} Penghentian dan/ atau penunrlaan penyaluran rJana Desa
yang tjdak ditentukan penggunaannya sebagaimana
dimaksud pada a:,at {5} cran avat {6) dilakukan rnelalui
naskah dinas Direktur Jenderal perimbangan Keuangan
kepada llirektur Jender al perbendaharaan;

{8} Dalam hal proses penghentia* da' / atau penunctraa,n

pen-valuran l)ana r)esa yang tictak clite*tukan
penggunaannva sekragaima*a dimaksuct pada poin {?}
telah dilaksanakan, Direktur Jenderal perimba*gan

Keuangan rlenvampaikan peberitahuan kepada :

. a. Bupati

b.Menteri Dalarar Negeri Republik Indonesia
c.Panglima TNI RI /Lembaga Negara yang mengurusi

Keamanan Negara

(9i Penghentian dan/atau penunclaan penyaluran Dana Desa

_yang tidak ditentr_rkan penggunaannya sebagaimana
rlimaksud pada poin (4), clapat disalurkan kembari ke RKD
dalam ha1:

a' terdapat pencabutan status hukurn tersangka,
pemulihan status hukum t.ersangka, <la:nf ata.u
sudah tlitetapkan pejabat peiaksana tugas kepala
I)esa cranl atau Benrlahara Desa atas permasaraha*
Desa sebagaimana dimaksud pada poin {a) huruf a;

b. terdapat penSzelesaian permasalahan administrasi,
ketidakjetasan status hukum, d,an/ atau status
keberadaan Desa atas permasalahan lfesa
sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) huruf b;

c telah dilantik kepara I)esa hasil pernilihan oreh
bupaLiluali kota sesuai dengan ketentuan peraturan
pertindang-undangan at.as permasalahan Desa
sebagaimana dimaksuct pada avat i1) huruf c; atau

d. tidak terdapat lagi indikasi penyalahgunaan
Heua*gan Desa untuk mendaaai kegiatan separatis

_\ang mengancam keamanan dan kedaulatan Nega:a
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Kesatuan Republik Indonesia atas permasalahan

Ilesa sebagairnana dimaksud pada ayat {1) huruf d.

G. PENATiIGAI{AIT PERMASALAHAN DAIIA DISA

a. Penanganan Permasalahan Dana Desa pada tingkat Kecamatan.

b. Dalam hal penanganan perrnasalahan Dana l)esa, Camat dapat

berkoordinasi dengan SKPD teknis.

H.PELANGGARAN HUKUM.

Apabila terjadi penyimpangan atau pen3,"alahgunaan Dana Desa oleh

penyelenggara c1i Desa, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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I. PEIIUTUP
petunjuk 'feknis Pengekrlaan f)ana Desa adalah salah satu upay"a

pemerrntah claiam rangka nrendorong terclptan-va kernancltrtan i-)esa dengan

upaya percepatan pembangunan Desa melalui penyediaa.n infrastruktur l)asar

dan pemberdayaan Masyarakilt Desa sehingga diharapkan desa*desa di

Kabupaten Halmaher:a Barat dapat menentukan sendiri kebutuhan

pemDangunan scsuar dengan polensl yang drmilrkr, lerutama rlr otoang

pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, penlngkatan kesehatan

rian penrlidikan serta pemenuhan kebut-uhan sarana dan prasarana dasar rli

Desa guna menuju I)esa yang mancliri dan sejahtera'

l-litetapkan dt Jaiiolo

Parla tanggal 1 f $ruc,.ry '2024

BUPATI BARAT,

iiiun riarrgkarr tii iaiiuici

padatanggal I febrr"rc.ri

StrKRtrlARIS DAER,q.H

2024

KABUPATEN HALMA}IERA BARAT

BTnI?A DATRA}I KABUPATEIT TIALMATIERA BARAT TAHUI{ 20/24 NOMOR f
Salinan sesuai dengan aslinya,

Katras. IJ C)rganisasi Setda Kah. Halmahera Barat

IVla

Pejabat Paraf

,
Sekretaris Daerah

^ 
/{-

  -^ E:! n-,." O Y^. "-455. tli\i. r- uiir u r\Eisi d

W%'"
lnspektur l/^
Kepala DPMPD r

Kabag. Hukum & Organisasi

Y,I

JA1VIES UAilG

Nip. r9 30i28 2006 04 I UUg
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,-AMPIRAN II PtrRATURAN BUPAT, }IALMAHtrRA BARAT

NOMOR TA}IUN 2A24

TANGGAL ,2024

COIIITOTI FCR1}IA:r

PEIIGAJUAIS DATT LAPORAIT DAIYA DESA

: Surat Permohonan fepala ne.sa
: Rekomendasi Camat
: Daftar Cek List

::}13l_P=I"vltaa:1!ang
: Pakta Integritas Kepala Des;
: Jariwal Pelaksanaan pekerjiin

:lt"fglq e"lgggaan ren-ga Kerja
: Rencana Anggaran Biaya
: Realisasi l3iaya

j%311tflli;reh PPKD/rPK
: 

Q 
uft lllqn._.a grn ranss u ng J alr,,a b-B e. linj ;;G hFpKp i TpK: Laporan t enanggung Ja*anan Bulanan oleh llenriahara Desa

lry1it" 4garapemeriksaan Kas oGh l(epatajesa
: Pertanggung .Iawaban ApBDFls

:L"Lol?glg}9-E"s11l*t3}.11ryllf giata'-aa"Gssaia"

_Iryy"flgf uasil peker:'aan oGtr.lpX t<r?ada Kep;rd5esa
: Laporan Semester
: Laporan Penggunaan Dana De^ra
: Laporan Realisasi penverapirr nana nesa Oan--Cap"r"; Output
Dana Desa per Tahapan
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Form. I : Contoh Surat penmohocan Kepala Desa

KOP DESA

Namor :742.2/ / /2O.. Kepacla

Lampiran : 1 (satu) Jepit yth. Bupati Halmahera Barat

Pedhal : Permohonan penyaluran r]ana Desa c.q camat....

TahapI / Tahapil / TahaprII di

Mengacu pada peraturan Bupati Halmahera Barat Nornor
Tahun .... tentang Petunjuk Teknis pengelolaan Dana Desa Kabupaten
I{almahera Barat Tahun anggaran maka ber-sama ini kami
mengajukan pennohonan penyaluran Dana Desa Tahap I / II / iii
{satu/dua/tiga} Desa.....sebesar Rp....." {.........i beserta dokumen
pers3raratan {terlampir}.

Demikian kami sampaikan guna menjadi bahan pertimbangan
dan dapat diproses sesuai ketentuan -yang berlaku.

Kepala Desa.....
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Form. 2 : contohRekomendasi Camat

KOP KECAMATAII

RtrKOMENDASI PtrFTYALURAN

TAHAP I TAHUN ANGGARAN 20...

IVOMOR 742.'21 I .....

Yang bertancla tangan di bawah ini :

Nanna

NIP

Jabatan

untuk
untnk

Demikian rekomendasi ini clibuat rldengan sebenamya untuk ciipergunakan
sebagaimana mestinya.

24...
Camat

NlP
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Form. 2 : contoh Rekomendasi penyaluraa Tahap seranjutnya

KOP KECAMATAN

REKOMENDASI PtrNYAI.URAN

TA}]AP.... TAHUN.....

Yang bertancla tangan di bawahini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

disalurkan.

6. dan seterusnya ....

Demikian rekomendasi ini ciibuat rlengan sebenarnya untuk clipergunakan
sebagaimana mestinya.

Carrrat

3.

NIP.
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Form. 2 : Contoh Pengantar penyaluran

KOP KECAMATAN

Nomor

I-an:piran

Perihal

: 1 {satu) berkas

: Pennohonan
penyaluran.............tahap...,
.."..tahun 20...

20...

Kepada :

Yth. Rupati HALMAHE]?A BARAT

Cq. Kepakr DpMpD Kabupaten
HALMAHERA BARqT

di-

Sesuai dengan peraturan Bupat.i Halmahera
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa" Bersama
penyaiuran.......". tahap I Tahun....., untuk clesa:

Jailolo

Barat Nomor . . .. Tahun ... tentang
ini kami sampaikan permohonan

Darra Desal ADD (Rp)

sehagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini kami iampirkan:
1' Rekomendasi Kami berclasarkan hasil penelitian terhadap keiengkapanpersyaratan pengajllan............. 

" ;

'2. Surat pernyataantangg;ungjawatr penggunaan..............oleh Kepaia I)esa;
3. ,Anggaran Pendapatan dan RelanjaDesa {ApBDesa} Tahun Anggaran 20...

Demikian perurohonan pencairan tahap.........Tahun....tni karnisampaikan, atas pe.kenannya kami sampaikan terimakasih.

Camat

NiP"

: 14'2.2/....120...
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KOP KECAMATAN

Nomor

Lampiran : 1{satu) herkas

Perihal Permohonan
penl,,a1uran tahap
tahun 20.."

Sesuai dengan per"aturan Bupati Flalmahera
Pedoman Pengelolaan Keuangan f)esa. Bersama
Fen_r;slur*n......".tahap ".. Tahun.".., untuk desa :

Kepada :

Yth. Bupati HAI-MAIItrRA BARA,il

C.q Kepala DpMpD Kabupaten
}{ALMAHBRA BARAT

di-

Jailolo

Barat Nornor .... Tahun ... tentang
ini karni sampaikan perrnohonan

Dana Desal ADD {Rp) Nomor Rekening

Jumlah

1.

2.

3.

sebagai bahan pe'timbangan bersama ini kami lampirkan :

Rekomendasi penvaluran...................;

Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan........... oleh Kepala l)esg;
Realisasi perkembangan keuangan dana desa.

Demikian permohonan penyaluran dana
sampat'kan, atas perkenan Bapak kauii haturkan

desatahap Tahun Ini kami
terimakasih.

Camat

NIP.
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Form. 3 : Daftar Cek List VeriliSasi Dokumen oleh Camat

DAFTAR CtrKLiST

DOKUMBN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DtrSA

TAHAP....,.KBCAMATAN,......

TAHUN ANGGARAN 20..

......"....tan99a1.. 
" .... "2A.. "

Camat........

Tim Pendamping Kecamatan

NO Uraian Dokumen Verikasi
KeteranganAda Tidak

1 2 a
J 4 5

1 Perdes RPJMDes
2 Perdes RKPDes
3 Perdes APBDes
4 LPPD tahun.
5 SK Kades tentang

Pengangkatan TPK
6 RAB
7 SPJ
8 Bukti Pembayaran Paiak
9 Laporan Semester
10 Laporan Realisasi

Penggunaan D[)
11 Laporan Realisasi

Pen1.'erapan dan capaian
output

L2 Dokumentasi Kesiatan
1a
1.) D11

No Nama Jabatan Paraf
1 Ketua
,) Sekretaris
nJ Anggota
4 Anggota

(....................)
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KOP DESA

SLiR{T PtrRNYAI'AAN BER'|ANGGUNG .IAWAB

NOMOR:

Yang bertanrlatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa

Kecamatan ....".. ...... Kabupaten Flalmahera Barai

Dengan ini mer:yatakan :

1' l3ertanggungian'atr penuh atas kebenaran terharlap penggunaan ..... T.ahur:Anggaran .....:....... ?ahap ....." sebesar Rp. ., sesuai clengan peratl$anBupati Halrnahera Barat Nomor ...... Tahun ...... tentang pedoman pengeioiaar:
Keuangan Desa di Kabupaten Halrnahera Barat.'2' Bersedia diudit secara inrlepenelen sesuai dengan ketentuprn peraturallperunclang-unriangan.

3" Apabila dikemuclian hari terbr-rkti pernvataan ini tidak benar dan menimbulkankerugian Negara. Saya bersedia men3.etor-kan kerugian Negara terseb*t ke KasNegara/Ilaerah"

4' Dalam hal teq'adi permasalahan hukurn yang cliakibatkan kegiatan lrarlgbersurnber rlari penrlapatan cresa ....... Tahun Anggaran 20.. Kecamat_an .....menjadi tanggung jaqrab Kepala Desa dalam kapasitas sebagai pemegang
Kekuasaan pengelolaan Keuarigan lJesa ipKpI{D).

5' Apabila dikemudian hari terjacii penvimpangan terhariap kehenara, dankelengkapan dokumen serta penggunaan dana tersebut sehingga menirnbulkankerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan ker.ugiantersebut ke kas daerah rlan bersedia dituntu tlaik piclana rlan perdata sesuai
dengan hukum peraturan perundang- unclangan yang trerlakn.

Demikian surat perrryataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana
trestinva.

Mengetahui, Kepala f)esa

Meterai 6.000

NIP.

{larnat

TTD dan CAP
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Form . 5 : Colrtah pakta Intee$ritas oleh Kepala Desa

PAI(TA rSTEcRIt4,S

Sa.va yang bertandatangan di trawahini, dalam rangka pelaksanaan Dana Desa Tahun
Anggaran 20...dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 20..

;.;;;;,;;;;;"::amata''"""' 
Kabupaten Halmahera Barat, rlengan irei

1. Tidak akan nrelakukan praktek KKN;

2' Akan melaksanakan rian Lrerl.anggungjawab penuh atas dana -yang kami teripa,
serta akan dipergunakan sesuai clengan usulan secara Lrersih, transpsran dan
akuntabel untuk rnemberikan hasil -yarg keq'a terbaik sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

3' Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa sa:/a brerjanji akan
melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan professionai clalam arti akan
mengerahkan segala kemampuan clan sumberclaya secara optimal untuk
memberikan hasil ke{a terbnik muiai dari penyiapan, pelaksanaan, dan
Penyelesaian pekerjaan;

4' Apabila saya meianggar hai-hal yang telah sa],-a nyatakan rlalam PAKTA
INTTGRITAS ini, sa1,'a tlerserlia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta
dituntut ganti rugi dan piriana sesuai dengan ketentuan peraturan perulclang-
undangan yang berlaku.

2A...

KtrFALA DtrSA DtrSA

MtrTtrRA] 6000
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....Tanggal.............

DAF'TAR CAI,ON TENAGA KER.IA

Desa:
Kecamatan:

Desa. .., tanggai

IVlengetahui
Kepala Desa pelaksana Kegiatan

Ketua

i........"......)

Keterangan :

L: Laki-laki
P: Perempuarr
A.RTM : Anggota Rurnah tangga Miskin

No
Urut Nama Umur

(th)
Alamat Data Pribadi

Tanda Tangan
/ Cap Jempol
Jempol Kiri

L P A-RTM

1

I

3
+

5

6

7

I
I
10

11

t2
13

l4
Dst
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Form 8 : format Rencana Aaggaran Biaya {RABI

RtrNCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KtrCAMATAN

TAI-IUN ANGGARAN

1. Bidang :

2. Kegiatan :

3. Waktu Pelaksanaan :

RincianPendanaan :

tanggal

Disetujui/ mengesahkan

KepalaDesa

PelaksanaKegiatan

Cara perugisiarc :

1' Bidang diisi dengan kode rekenirug berdasarkan ktasifikasi kelompak belanja desa.2. Kegiatan diisi dengan krsde rekening sesuai dingan urutin kegiatin dalam
APBDesa.

3. kolom 1 diisi dengan nomar urut
4. kolom 2 diisi denganuraian bem-tpa rincian kebutuhan d.alam kegiatan.
5. kalom 3 diisi dertgan uolume d.apat beru"pa jumlaLt arang/barang.
6" kolom 4 diisi dengaru harga satuan aang mentpakin besaian untuk membayar

orarug/barang
7. kalom 5 diisi dengan junlah perkalian antara kolom s dengan kolom 4.

NO. URAIAN VOLUMtr HARGA
SATUAN

(np.)

JUMLAH

(Rp.)

1 fz 3 4 i)

:Y1'**l
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REALISASI BIAYA KBGIATAN
DtrSA:
KECAMATAN :

Uraian
\iolumr:

Satuan
Harga

Satuan
(Rp)

,Jumlah
APBDes

{Rp}

Jumlah
Sumber

Lain
(Rp)

Jumlah
Swadaya

(Rp)

Total Dari
APBDes

Dari
Sumber

Lain

Dari
Ss'adava

1. BAHAN a t) C
d=a-b-

C
e f g=bxf h=cxf i=t1xf

1.3

Sub Total 1) Rp.. Rp.. Rp.....
2. ALAT

21
'). ),

SuLr Total 2) Rp.. Rp.. Rp..
3. UPAH

i1
3.2._.........
3.3.........

Sub Totai 3i Rp.. Rp.. Rp...

Sumber Dana

Total Biaya
Kegiatan Rp...

Total Biaya
Sumber Lain Rp..

Total Swadaya Rp..
Total Biaya (

Kegiatan +

Sumber +

Swadaya)

Rp..

Menyetujui
Kepala Desa

Desa. tanggal......."201g

Pelaksana Kegiatan
Ketua

{..................."}
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SURAT PtrRMINTAAN PtrMBAYARAN ( SPP )

I]I,SA KtrCAMA'IBN

TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :

2. Kegiatan
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan

Petunjuk pengisiarr

..., tanggal

Pelaksann KegiatanTelah dilakukan verifikasi

Sekretaris Desa

Setuju untuk dibav-arkan

Kepalal)esa

Telah dibayar lunas

Bendahara

1.
2
2

4"
5.
6.
7.
g.

9.

Bidang diisi dettgan hade rekening berdasarkan k/as1fikasi kelompok belanja d.esct.
Kegiatu.n diisi denqan kortre reltening sesuni rlengan inhaft kegiaian datari Ap1Desct"
Kal.am 7 denclan nomor uru.t.
Kolorn. 2 dii"si dengan rincian penggunaarr dana sesucl rencana kegiatan.
Kalorn 3 diisi dengan rincian pagu clana sersuaj de.ngan rencetta kigiatan.
Kolom 4 diisi dengan rbrcian jumlah anggaran yang telah dibagar iebelurrmya.
Kolom 5 diisi dertgctrt. rincian gang di*t:intctkan untuk dibagar.
Kolom 6 diiai d.angan jurnlah pornantaart tlctttct aantlt<ti s<t<tt itti.,
Kolom 7 disi den.gari sisn atlggar.tl1.

NO. URAIAN PAGU
ANGGARAN

PtrNCAIRAN
S"D. YG

LALU

PERMINTAAN
StrKARANG

JUMLAH
SAMPAI

SAAT INI

SISA
DANA

Bp") (np.) (np.) {Bp.} (np.i

JUMLAH
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F'orm, 11 ; gtrat pernyataan Tang$mg Jawab Belaqia oleh TpK

PtrRNYATAAN TANGGUNGJA\MAB BELANJA

DtrSA KtrCAMATAN

TAHUN ANGGARAN

Bidang :

Kegiatan :

Eukti-bukti pengeluaran atau trelanja tersebut diatas sebagai terlampir, gntuk
kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturanperundang-undangan.

Demikian sulat pernyataan ini dibuat clengan sebenarryra.

.,tanggal

Pelaksana Kegiatan

Cura pe.ngisian:

1"

2.

PtrNtrRIMA

JUMLAH {Rp.)

1.
Z.
D

d

5.
6.
7.

lldang diisi dengan ka_d.e rekening berd.asan-kan klasiJt-kasi kelompok belsnja ilesa.
Kegi.cttan diisi tlengan kod.e reke*ing sesuci rlengan irutsn kegiaian. rtatat i AigDe*a
Kalorn 1 diisi cl.engurt nornar urut
Kolam. 2 diisi, dengon penerima penzL;ugaran. u(itlg act.a cti bukti betanja
tlolom 3 diisi dengan uraiaru keperluctn betanjc
kctlom 4 diisi tiertqctn jurnltth belantja
baris jtrrnlah diisi jumlsh lteseluruhori
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tr'orm' 12 : Lapoaa Pertanggung Jawaban Bulanan oleh Bendahara Desa
kepada Kepala Deea

LAPORAN PtrRT,{NGGU}IGJAWABAN BtrNDAHARA DESA

DESA KECAMA'IAN

TAHU}'i ANGGARAN

Yth. Kepala Desa

Desa.....

Melalui Sekretaris Desa ......

diTempat

Dengan memperhatikan peraturan Bupati Halmahera
Keuangan Desa, bersama ini kami sampaikan Laporan

Barat No...... Tahun .... Tentang pengelolaan

Pertanggungjawaban Bendahara Desa ......".. sbb ;

A. Kas Tunai

4.1 Saldo Awal

A-2 Jumlah Penerimaan

4.3 Jumlah Pengeluaran

4.4 Saldo Akhir

B. Kas di Rekening Kas Desa

8"1 Saldo Awal

8"2 Jumlah penerimaan

8"3 Jumlah pengeluaran

8.4 Saldo Akhir

C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Desa

Rp.

Rp.

Rp.

8e

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

c.1

C,2

c.3

Saldo di Kas Tunai

Saldo di Bank

Saldo Total

Rp.

Rp.

Rp.

Bendahara
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Fofin. 13 : Eerita Acara Pemeriksaan l(as oleh-KeSala Desa

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini....tanggal....br.tian...tatrun. ...Yang bertanda tangan di bawah

ini :

Naina :...
Jabatan :.........
Keterangan : Ditunjuk sebagai penanggung jawab Tim Pelaksana Desa

dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Nomor......tanggal............

Telah melakukan pemeriksaan kepada :

Nama :........
Jabatan : Bendahara Tim Pelaksana Desa

Keterangan : Ditunjuk sebagai Bendahara Tim Pelaksana Desa dengan
Surat Keputusan Kepala Desa.
Nomor.........tanggal..........

Dengan hasil sebagai Lrerikut :

Jumlah uang diterirna: RP.......
Jumlah uang yal1g dipertanggungiarvabkan Rp. ...

Saldo Kas
SaldoBuku

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnl,a.

Yang diperiksa Yang Memeriksa

t..".............) t.................)
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Form. 14 : Laporan Pertangqung Jawaban ApBDes

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA.

TAHUN AI\GGARAN 20,."

KODE
REKENIN

G

UIiAiAN JUMLAI'i

ANGG"ARAl\

iRp.)

JUMI-A}{
RF]AI-ISAS

I

Iun I

LtrBIH/

KUT{ANG

iRp.)

KtrT.

1 2 /t
.) 4

1 PtrNDAPATAN

1 1 Perrdaltataru Asli Desa

1 1 1 Hasii Usaha

1 1 2 Srn,adaya, Partisipasi dan
Gotong Royong

1 1 3 Lain-lain Pendapat.an Asli
Desa yang sah

1 2 Pendapatan Transfer

1 2 1 Dana Desa

1 2 2 tsagian
d,ariha-silpajak&retritr usidpr e

rahkabupaten/ kota

1
,2 .) Alokasi Dana l)esa

1 2 4 BantuanKeLrangan

1 2 4 1 BaatuanProvinsi

1 2 + 2 BantuanKabupaten I Kata

1 n
t-) Pendapatan Lain lain

I 3 1 Hibah dan
Sum bangandaripihak ke- 3

.yalrg tidakmengikar

1
|}
J 2 Lain-lain Pendapatan Desa

yang sah
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J UM LA]-* FEJ,i* I}AFATAN

2 BELANJA

2 1 Bidang P e ng ele ng g ar aanP e m
erirutctltan Desa

2 1 l PenghasilanTetap dan
Tunjangan

'2 1 1 1 BelanjaPegawai:

Pengha silanTetapKepalaD
esa dan Perangkat

- TunjanganKepalaDesa dan
Perangkat

- Tunjangan BPD

2 1 2 C) pe rasio nalPerkantoran

I 1 2
.)
Z BelanjaBarang dan Jasa

- Alat'l'ulis Kantor

- Benda POS

- Pakaian Dinas dfanAtribut

- Pakaian l)inas

- Alat dan BahanKebersihan

- Perjalanan Dinas

- Pemeliharaan

- Air, Listrik,CasnTelepon

- Honor

- dst..

2 1
-t
Z"

aJ Belanja Modal

- Komputer

- Meja dan Kursi

- Mesin TIK

- dst. ".

2 1 3 0perasionalRPD

I 1
4J 2 BelanjaBarang dan Jasa

- ATK

- Penggandaan
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- l{ousr:a:r:rsiI{apat

- dst...

2 1 4 Operasional RTI RW

2 1 4iz BelaniaBai"rng da:r Ja;t
- ATK

rcllggaeaan

KomsumstRapat

- dst.

,) 2 BidangPelaksanaan
Pembangunan Desa

2 1 rerDail{ansa luranirigasi

,1Z ,)
1 2 tleran3atlarang dan jasa

- UpahKerja

- Honor

- dst...

,.) 21 1
,\
.) Ilelanja Modal

- Semerr

- Material

- dst.."

,l) 2 Pengaspaiary'alanclesil

2 2 ?l) BelanjaBarang dan Jasa :

- UpahKerja

- Honor

2 2 2 ,)
J Belanja Modal:

- Aspal

- Pasir

-dst.

2 2 a
J

,2

Kegiatan.
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JUMI,AH BELANJA

Kemasyarakatan

Kegiatan Pembinaan
Ketentraman dan Keter"tiban

BidangPernberda_vaan
Masyarakat

Kegiatan Pelatihan Kepala
Desa dan Perangkat

Kegiatan Kejadian Luar
Biasa
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SURPTUS / DEFTSTT

,\) PEMBIAYAAN

Ĵ I P erterimaanP e mbiay aan

-J 1 1 SILPA

,
rJ 1 2 Pencairan Dana Caclangan

311 3 Hasil Kekayaanl)esa yang di
pisahkan

JUMLAH ( RP )

J 2 P enq elu ar anP embi aU 0a {L

at
J

.fz 1 Pembentukan Dana
Cadangan

2 2 Penyertaan Moclal Desa

JUMLAH ( RP ]

DISETUJUI OLEH

KEPALA DESA

TTD
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COI\{TOH BERITA ACARA StrRAH TERIMA PEKtrRJAAN DARI TIM PI'NGEI-OLA
KtrGIATAN (TPKi KE KEPAI-A DtrSA

TIM PENGETOLA KEGIATAN

DESA.....,..,,..,..,....,K8CAMATAN..,..,.....,,....,....".,.,...."...KA8UPATEN H,ALMAI"IERA BARAT

ALAMAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Pekerjaan/Kegiatan :...................."...

Desa

Kecamatan : .......................

Kabupaten : Halmahera Barat

Pada hari ini ..'.'.'.-.......'.". Tanggal {ditulis dengan huruf) Bulan iditulis dengan huruf) Tahun...
{ditulis dengan huruf}, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

L. (Kepala Desa)
Selaku Kepala Desa .....................,...., seranjutnya disebut sebagai prHAK KESATL.

2. (Tim pengelola Kegiatan)
Pejabat Tim Pengelola Kegiatan {TPK) Desa , dalam hal ini bertinclak untuk dan atas nama Tim Fengelola Kegiatan
{TPKi Desa Yang beralamat di ..........."....... selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Form. 17 : Format Penyerahan llasil Pekeriaan oleh TpK kepada Kepala
Desa
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Form. L9 : Laporan Realisasi Pengqunaan Dana Desa

I,APORAN RtrAI,ISASI PENGGUNAAT'I DANA DESA
strMtrsTtrR i/ ii TAHUN ANGGARAN 20...

PEMERINTAH DE]SA.....
KBCAMAI'AN.....

Pagu Dana Desa : Rp.........

Uraian Penerimaan Pengeluaran
Sisa

{Rupiah)
1 3 4

1. Penrlapatan
Dana Desa

- Penyaluran 1

- Penyaluran 2

2. Belanja
Bidang Pembangunan Desa

- Kegiatan
- Kegiatan
- Kegiatan
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- Kegiatan
- Kegiatan
- Kegiatan

Bendahara Desa

Desa.....tanggal ........20."
Disetujui

Kepala Desa

(.........................) (......................"..)
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Desa per Tahapan

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTUT DANA DESA

TAHAP i i II TAF{UN ANGGARAN 20...
PEMtrR1NTAH DESA....,

K}iCAMATAN......

.II]MLAH PENDAPATAN

Bidang
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Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
- Kegiatan.............
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Kegialan.."
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- Pengembangan
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i Pendapatan
1.2 Pendapatan Tarnsl"er

1".2.
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Dana Desa

- Tahap Pertama
- Tahap Kedua

2 FJelanja

2.1.
1

Bia1.a Tal< Terduga
- Kegiatan.......
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JUMLAH PEMBIAYAAN
JUMLAI{ (

PENDAPATAN-
BEI,AN,}4.
PEMI3IAYAAN )

BUI{I]A}iARA I-}ESA KI,PALA T]ESA

Ditetapkan <li Jai-iolo

Pada tanggal I pe,bruari zAZq

BUPATI
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Diundangkan rii iaiioiu
pada tanggai I pelrur,,ari

SEKRETARIS DAI]RAH
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KABUPATEN HALMAHtrRA BARAT

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kahag. Hukum & Organisasi Setda Kab. Halrnahera Barat

,

n ^^ D;t o,,^. Q l1+e.-nJJ_U'U. lgilr q[\g)tq

Kabag.Hukum & Organisasi
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